




1.1 Latar Belakang  
1.1.1. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah  
 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Odedokun (1992) dan Luintel dan Khan 
(1999) dalam Rama (2013) terdapat hubungan dua arah antara sektor keuangan dan 
pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan dan perkembangan ekonomi saling 
mempengaruhi, pertumbuhan sektor keuangan menyebabkan ekonomi bertumbuh dan 
pertumbuhan ekonomi mendorong sektor keuangan untuk berkembang secara maju. 
 
 Salah satu model lembaga keuangan yang dalam satu dasawarsa ini 
berkembang relatif pesat di Indonesia adalah lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan 
lembaga keuangan berbasis syariah yang terdiri dari perbankan syariah dan Industri 
Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, telah tumbuh kearah positif. Perkembangan 
tersebut tercatat dalam penilaian Global Islamic Finan cial Report (GIFR) tahun 2016, 
dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank 
syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, maupun ukuran aset keuangan 
syariah, Indonesia menduduki urutan ke-enam negara yang memiliki potensi dan 
kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Malaysia, iran, Saudi 
Arabia, United Arab Emirates dan Kuwait. Indonesia naik satu peringkat yang 
sebelumnya ditahun 2015 berada di peringkat ke-7 (tujuh). 
 
 Selain itu, perkembangan keuangan syariah juga disampaikan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) yang mencatat bahwa Jumlah pelaku IKNB pada tahun 2015 
berjumlah 112 entitas, berasal dari 55 Perusahaan Perasuransian Syariah, 46 Lembaga 
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Pembiayaan Syariah (40 perusahaan pembiayaan dan 6 perusahaan modal ventura), 6 
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, pegadaian serta 
LPEI) dan 5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sementara nilai aset IKNB Syariah 
pada posisi 31 Desember 2015 menunjukkan sebesar Rp65,06 triliun. Secara umum 
IKNB Syariah di tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, baik dilihat 
dari jumlah pelaku maupun jumlah aset. Dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, 
IKNB Syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 9,80% disertai dengan 
peningkatan jumlah aset sebesar 11,40%. Laju pertumbuhan juga dialami oleh Industri 
Perbankan, dimana total aset Industri Perbankan Syariah Nasional pada tahun 2015 
mencapai sebesar ±Rp304,0 triliun, PYD sebesar ±Rp218,7 triliun dan DPK sebesar ± 
Rp236,0 triliun. Sedangkan rasio-rasio keuangan seperti ROA, BOPO, dan FDR relatif 
meningkat dibandingkan posisi 2014.  
 
 Perkembangan lembaga keuangan syariah ini terus berlangsung hingga tahun 
2016. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Mei 2016 aset 
perbankan syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dan pasar modal 
syariah telah mencapai Rp 3.952,1 triliun. Rinciannya adalah perbankan syariah Rp 
297,9 triliun dan IKNB syariah Rp 74,8 triliun. Sedangkan, pasar modal syariah tercatat 
sebesar Rp 3.579,4 triliun per 30 Juli 2016. Peningkatan juga terlihat dari rasio aset 
keuangan syariah terhadap GDP. Total aset keuangan syariah dibandingkan GDP Pada 
tahun 2011 total aset keuangan syariah sebesar 30,4% dari GDP, pada tahun 2015 nilai 
tersebut meningkat menjadi 40,3% (Siaran pers OJK, 2016). 
 
 Perkembangan tersebut juga didukung dengan keunggulan struktur 
pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya, yaitu regulatory regime yang 
dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Kewenangan mengeluarkan fatwa 
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keuangan syariah di Indonesia bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi bersifat independen. 
Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga 
peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Salah satu contohnya adalah Malaysia, 
struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), 
tidak berdiri sendiri secara independen (Alamsyah, 2012). 
 
 Keberadaan lembaga keuangan syariah kini dianggap sebagai salah satu 
pendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semangat ini 
didasari oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ dalam 
peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat 
tiga hal penting yang menjadi kelebihan lembaga keuangan syariah yaitu; Pertama, 
bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya 
dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan underlying transaksi di sektor riil 
sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, 
tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai 
daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct hit krisis keuangan global. 
Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya 
stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-
loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih 
adil bagi semua pihak, baik bagi pihak pemilik dana selaku deposan, bank selaku 





 Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan diatas, membuktikan bahwa 
posisi lembaga keuangan syariah yang dimana lembaga ini merupakan salah satu dari 
lembaga sektor keuangan mengalami tren positif dan memberi pengaruh signifikan 
dalam pertumbuhan ekonomi.  
 
1.1.2. Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Industri Keuangan Mikro Syariah  
 Selain lembaga keuangan yang bersifat makro, juga terdapat lembaga keuangan 
yang bersifat mikro. Salah satu dari lembaga tersebut adalah Baitul Mal wat Tamwil 
(BMT). Sejarah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sendiri dimulai pada tahun 1984 yang 
dikembangkan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. 
Mereka saat itu mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi 
usaha kecil. Kemudian pada tahun 1992 BMT lebih diberdayakan lagi oleh Ikatan 
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Fokus BMT pada pada saat itu adalah kegiatan 
penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi 
pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara 
operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK 
kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah 
mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia (Mulyaningrum, 2009). 
 
 Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam 
perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena 
pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak 
tersentuh (undeserved) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga 
keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan 
laju perkembangannya terhambat. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan 
 5 
yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada perbankan, 
menyebabkannya tergantung pada sumber-sumber informal dan Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM). LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha 
mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal. 
 
 Menurut Sumiyanto dalam Hidayah (2016), tujuan dari didirikannya BMT adalah 
sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak pada sektor riil yaitu 
masyarakat kecil menengah sebagai Penghimpun dan penyalur dana, dengan 
menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya. Selain itu, juga 
sebagai Pencipta dan pemberi likuiditas, dimana BMT dapat menciptakan alat 
pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi 
kewajiban suatu lembaga/perorangan sehingga menjadikannya sebagai salah satu 
lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. BMT 
disisi lain juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang 
berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank 
konvesional. 
 
 Hal ini dipertegas berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 
yang telah dilakukan oleh Lubis (2015), bahwa peran BMT dalam perekonomian 
memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan 
ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi 
yang merata serta menjadikan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ekonomi 
berbasis syariah, yang tujuan akhirnya dalam peranan BMT ini untuk meningkatkan taraf 




 Dengan adanya usaha menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka 
sama halnya dengan perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana pada BMT juga 
menggunakan prinsip wadiah, mudharabah, dan musyarakah. Sedangkan dalam 
kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli (Murabahah, 
Bai Bistaman Ajil, salam, istishna) dan sewa (ijarah) kepada masyarakat. 
 
 Dalam Perkembangan jumlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sampai dengan 
tahun 2015 adalah sebanyak 450 BMT yang terdaftar di seluruh Indonesia. Dimana 
jumlah terbanyak berada di provinsi jawa tengah yang berjumlah 116 BMT dan jumlah 
terkecil berada di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara yang dimana masing-masing 
provinsi hanya memiliki satu BMT saja yang terdaftar hinga tahun 2017.  
 











Sumber: Induk Koprasi Syariah BMT, 2017 
 
NO PROVINSI JML  NO PROVINSI JML 
1. NAD 5  14. Jawa Timur 37 
2. Sumatera Utara 19  15. NTB 3 
3. Sumatera Barat 6  16. Kalimantan Timur 6 
4. Jambi 3  17. Kalimantan Selatan 7 
5. Riau 3  18. Kalimantan Tengah 1 
6. Sumatera Selatan 2  19. Kalimantan Barat 2 
7. Kep. Riau 2  20. Kalimantan Utara 1 
8. Lampung 31  21. Sulawesi Utara 1 
9. Banten 10  22. Sulawesi Tenggara 6 
10. DKI Jakarta 32  23. Sulawesi Selatan 29 
11. Jawa Barat 92  24. Sulawesi Barat 1 
12. Jawa Tengah 116  25. Sulawesi Tengah 1 
13. DI Yogyakarta 28  26. Maluku Utara 1 
    27. Papua Barat 5 
       
     Jumlah Total 450 
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 Selain perkembangan dari jumlah kelembagaan, peningkatan juga terjadi dalam 
pembiayaan dan total kekayaan bersih. Diketahui pada tahun 2011 total pembiayaan 
berjumlah Rp88.393 miliar dengan total kekayaan bersih sejumlah Rp14.355 miliar. 
Memasuki tahun berikutnya total pembiayaan mengalami pertambahan hingga di tahun 
2015 yaitu, berjumlah Rp18.898 miliar di tahun 2012, Rp21471 miliar di tahun 2013, 
Rp33.724 miliar di tahun 2014 dan Rp44.730 miliar di tahun 2015. Tidak hanya dalam 
pembiayaan, peningkatan juga terjadi dalam total kekayaan bersih hingga tahun 2014 
yaitu, berjumlah Rp133.357 miliar ditahun 2012, Rp190.063 miliar ditahun 2013, dan 
Rp249.775 miliar ditahun 2014. Sedangkan ditahun 2015 mengalami sedikit penurunan 
yaitu sebesar Rp237.189 miliar. 
 
















1.1.3. Sustainabilitas Baitul Maal wat Tamwil 
 Peran BMT sebagai lembaga keuangan yang mendukung fungsi intermediasi 
dengan UMKM menuntut BMT memiliki kinerja yang baik secara kelembagaan agar 
tujuan memerankan BMT sebagai lembaga pendukung fungsi intermediasi perbankan 
akan tercapai dengan baik (Amaliah, 2009).  
 
 BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang yang paling 
sederhana, oleh karena itu sektor BMT di Indonesia sangat berpotensi untuk 
dikembangkan lebih jauh jika BMT mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dalam 
operasionalnya. BMT dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan 
agar aktivitasnya dapat berlanjut (sustainable) dan kemampuan melayani anggota 
semakin meningkat (outreach).  
 
 Namun demikian, BMT sejauh ini dipandang belum sepenuhnya mampu 
menjawab permasalahan ekonomi yang ada di kalangan masyarakat, karena masalah 
sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional, modal dan tingkat kepercayaan 
yang rendah dari masyarakat, dan infrastruktur yang terbatas serta belum adanya 
rumusan flat form untuk mengembangkan LKMS tersebut. Saat ini kalangan BMT 
menghadapi beberapa persoalan bersifat internal maupun eksternal yang menghambat 
proses menuju kemandirian.  
 
 Sejak awal, BMT sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) dirancang sebagai 
intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, agar terjadi interaksi 
dan sinergi ekonomis antara keduanya yang saling menguntungkan dimana sistem bagi 
hasil atau yang biasa disebut profit and loss sharing (PLS) menjadi alat terbaik dalam 
menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Namun ternyata ketika diterapkan dalam 
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bentuk pembiayaan, sistem PLS ini memiliki beberapa hambatan, karenanya BMT 
enggan menempatkan sebagian besar porfolio asetnya dalam pembiayaan PLS ini. 
Resiko dalam sistem PLS paling serius disebabkan karena masyarakat pada umumnya 
sebagai seorang anggota yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah 
sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad 
mudharabah dan musyarakah, sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat 
tinggi maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan 
konvensional. Kendala lain, dalam sistem bagi hasil ini, BMT sebagai lembaga 
keuangan syariah dituntut menerapkan monitoring yang intensif kepada para anggota 
sehingga skema bagi hasil bisa dijalankan dengan baik. Dilain pihak, sementara ini 
belum memungkinkan untuk sepenuhnya mengembangkan sebuah sistem perjanjian 
yang memfasilitasi kemitraan ekuitas antara LKS dan anggota seraya tetap memonitor 
biaya pada tingkat yang layak dan menghilangkan problem moral hazard yang muncul 
ketika ada informasi yang tidak simetris antara LKS dan anggota tentang laba usaha 
(Anwar, 2010). 
 
 Karena alasan-alasan itulah BMT tidak dan/atau belum berkembang melalui cara 
yang sejak awal dirancang untuk menjadi lembaga intermediasi berprinsip syariah. 
Tentu hal ini cukup mengecewakan karena terkesan jauh menyimpang dari hukum Islam 
yang berusaha mewujudkan sesuatu yang justru dipersulit oleh hukum itu sendiri. 
 
 Sebagai contoh, salah satu dari beberapa produk pembiayaan yang sering 
digunakan BMT adalah murabahah. Murabahah merupakan bentuk penjualan komisi, 
dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tertentu 
memerlukan seorang perantara, atau karena ia tidak ingin mengalami kesulitan 
sehingga mencari jasa perantara yang diberi komisi. Dengan demikian pada awalnya, 
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akad murabahah hanya diterapkan dalam tradisi dagang. Karenanya, murabahah ini 
bukanlah akad utama dan ideal untuk digunakan dalam transaksi LKS, melainkan akad-
akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah (Saeed, 2008). 
 
 Hal ini juga dipertegas dalam peryataan Anwar (2007) bahwa murabahah pada 
dasarnya bukan metode pembiayaan orisinal, tapi karena mudharabah dan musyarakah 
sebagai bentuk ideal pembiayaan, dalam beberapa hal mengalami kendala, maka 
murabahah dalam praktek ekonomi Islam kontemporer dapat dijadikan sebagai salah 
satu metode pembiayaan pada institusi finansial. 
 
 Jadi, meskipun murabahah diizinkan oleh bebrapa fukaha awal, relevansinya 
secara mendasar masih terbatas dalam perdagangan saja. Masalah krusial muncul jika 
akad murabahah ini digunakan secara ekstensif dalam akad pembiayaan. Dalam setiap 
kasus sistem mark up dalam murabahah adalah cara yang relevan dalam kontrak 
transaksi antara penjual dan pembeli barang. Sementara LKS bukanlah organisasi 
dagang, tetapi lembaga keuangan yang memobilisir dana dari masyarakat umum dan 
membuatnya tersedia bagi penggunaan-penggunaan produktif. Oleh sebab itu jika harus 
dilakukan proyek islamisasi sistem keuangan maka mark up bukanlah solusi dan 
beberapa cara lain harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial lembaga 
keuangan syariah untuk menghindari jauh-jauh bunga yang diharamkan oleh Islam.  
 
 Disamping itu, memang secara matematis antara bunga dan mark up 
murabahah terkesan hampir serupa, namun dalam proses keduanya tetap saja secara 
fundamental ada yang berbeda, misalkan dalam masalah akad dan alokasi dana 
pembiayaan (Anwar, 2007).  
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 Betapapun terkesan sederhanya persoalan akad, tapi justru disitulah letak 
perbedaan ontologis dan filosofis antara Islam dan konvensional. Juga jaminan tidak 
adanya misalokasi dana di LKS untuk sesuatu yang tidak halal, tentu hal ini tidak 
berlaku dalam lembaga ekonomi konvensional (Anwar, 2007). 
 
 Penilaian Kesehatan baitul maal wat tamwil yang berbadan hukum koprasi 
didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman 
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berikut 
perubahannya Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Serta merujuk pada hasil Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tahun 2009 telah 
disepakati sebuah konsep Arsitektur Baitul Mal wat Tamwil Indonesia (ABI) yang 
merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong perkembangan bisnis keuangan 
mikro syariah, dimana: 
 
1. BMT diharuskan mampu mengelola Modalnya. BMT yang berbadan hukum 
koperasi, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 41 UU No.25 Tahun 1992. 
Karena modal-lah yang menjadi faktor utama dan penentu suatu kegiatan usaha 
dapat berjalan dengan lancar atau tidak.  
2. Sumber daya manusia (SDM). SDM memiliki ciri yang sangat berbeda dengan 
sumberdaya lain, dimana SDM memiliki sifat unik yaitu sifat manusia yang 
berbeda-beda satu dengan yang lain. Kekhusussan inilah yang menyebabkan 
perlu adanya perhatian yang spesifik terhadap sumberdaya ini. 
3. Kelembagaan. Dimana dalam hal ini terdapat Alat-alat kelengkapan organisasi 
BMT berupa RAT, pengurus, dan partisipasi anggota yang harus dioptimalkan 
penggunaannya sehingga dapat meujudkan BMT MUDA yang transparan, 
akuntable, bertanggungjawab dan Adil.  
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4. Kemitraan. Kemitraan antar lembaga microfinance syariah bertujuan untuk 
memperkuat keberadaan BMT serta sebagai wadah sharing permasalahan atau 
strategi dalam memperkuat BMT sehingga kinerja dari BMT dapat berjalan 
secara maksimal. 
5. Regulasi dan pengawasan. Adanya regulasi dan pengawasan adalah untuk 
memastikan legalitas BMT dalam beroprasi serta menghindari asimetris 
informasi diantara faktor-faktor yang terlibat dalam operasional BMT. sehingga 
memastikan bahwa operasional BMT dapat berjalan baik dan menguntungkan 
bagi lembaga keuangan maupun anggota. 
 
1.1.4. Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA 
Jatim): Objek Studi Penelitian 
 
 Dari beberapa BMT di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam Induk Koprasi 
Syariah BMT (INKOPSYAH BMT) terdapat salah satu BMT yang signifikan dalam awal 
proses perkembangannya. Hal ini dilihat dari omset yang didapat ditahun 2012 pada 
bulan januari hingga maret, dimana pada awal pada awal pembukaan adalah 
Rp.2.360.000, namun jumlah ini meningkat secara drastis pada Februari 2012, yakni 
sebesar Rp.7.459.000. Jika melihat trend ini, bisa dikatakan bahwa omset Kop BMT 
MUDA Jatim tumbuh hampir 2x lipat tiap bulan, hingga mencapai angka Rp.15.133.000 
pada Maret 2012.  
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Gambar 1.2: Omset BMT MUDA 2012 
Sumber: BMT MUDA, 2012 
  
 Tidak hanya dari segi asset saja yang mengalami peningkatan yang begitu 
derastis, dalam pembiayaan juga mengalami hal yang serupa. Dengan asset 
Rp.183.764.700, pada Januari, BMT MUDA Jatim telah mampu menyalurkan 
pembiayaan sebesar Rp.112.779.000 atau 61,37% dari total asset. Sedangkan pada 
Februari 2012, total pembiayaan yang disalurkan adalah Rp.209.587.500,- atau 82,77%. 
Lalu pembiayaan di Maret 2012, terus naik hingga Rp.291.748.123,- atau 84,96%. 
 
Gambar 1.3: Pembiayaan BMT MUDA 2012 
Sumber: BMT MUDA, 2012 
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 Baitul Maal Wat Tamwil “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA 
Jatim) didirikan oleh salah seorang alumnus Master of Economics International Islamic 
University Malaysia (IIUM), yakni Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa 
kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Airlangga, yakni Suhardianti Endi Akhsani dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa 
merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama Mandiri Ukhuwah Persada atau yang 
disingkat dengan BMT MUDA. Pada bulan Desember 2011 BMT MUDA telah mampu 
menghimpun 48 pendiri BMT MUDA dengan skala Jawa Timur sebagai syarat 
pembentukan BMT, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 16 pendiri dengan 
KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun 
Mojokerto (Sari, 2015). 
 
 BMT MUDA ini telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun yakni terhitung sejak 
awal memperoleh keuntungan dan melakukan pembiayaan ditahun 2012 hingga tahun 
2017 saat ini. Diketahui bahwa sampai 5 tahun terakhir, jumlah asetnya BMT MUDA 
belum menyamai besarnya jumlah asset BMT Sidogiri yang menyentuh angka Triliun. 
Namun, BMT MUDA yang tergolong masih baru berdiri dan Baru terdaftar dalam Induk 
Koprasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (INKOPSYA BMT) tahun 2014 yang lalu masih 
sanggup bertahan dan berdampak dimasyarakat sekitarnya. 
 
 Hal tersebut dibuktikan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan 
Ramadhan (2016), dimana BMT Muda berperan dalam Mengembangkan Usaha 
anggotanya yang terdiri dari UKM-UKM. BMT Muda turut membantu memasarkan 
produk-produk UKM-UKM (Usaha Kecil Menengah) binaannya melalui media sosial dan 
juga melalui Word of Mouth atau pemasaran langsung melalui omongan. Cara ini 
dilakukan dengan langsung mempromosikan produk-produk UKM-UKM tersebut kepada 
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anggota-anggota dari BMT MUDA. Selain itu, BMT MUDA juga sering mengikutsertakan 
UKM-UKM binaannya pada acara bazar-bazar diberbagai tempat seperti bazar 
dikampus UNAIR. Terakhir, dalam hal membantu pengembangan usaha UKM-UKM 
binaannya, BMT MUDA juga aktif dalam melakukan evaluasi-evaluasi terkait kinerja 
usaha, perkembangan usaha, cara mengembangkan produk, cara pemasaran, serta 
cara pengembangan SDM agar lebih optimal dan lebih baik lagi. 
 
 Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan ketertarikan untuk melakukan 
telaah kritis pada BMT MUDA ini dikarenakan pertama, Pada tiga bulan awal pendirian 
BMT ini sanggup meraup untung dan melakukan pembiayaan 2x lipat dari bulan 
sebelumnya. Kedua, umur dari BMT MUDA ini masih tergolong muda karena baru 
berjalan selama kurang lebih 5 tahun dan belum ada perluasan cakupan wilayah yang 
dilakukan oleh BMT ini. Dari dua hal inilah timbul perntanyaan bagaimana BMT MUDA 
yang masih terbilang muda yang awal pendiriannya mampu berkembang secara 
signifikan ini dapat menjaga keberlangsungan lembaganya dan mampu memberi 
dampak yang positif terhadap masyarakat. 
 
1.1.5. GAP Research Penelitian 
 Setelah diketahui bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah terutama BMT 
telah berkembang kearah positif dan dianggap sebagai lembaga keuangan yang mampu 
mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan UMKM dalam peningkatan perekonomian, 
maka BMT perlu berhati-hati dalam menjalankan produk-produk pembiayaannya untuk 
menjaga kepercayaan dari masyarakat dan menjaga fungsi BMT dalam menjalankan 
perekonomian yang berlandasan syariah.  
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 Menurut Cahyadi (2012), BMT didesain bukan untuk menjadi lembaga keuangan 
formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar hukum yang jelas. Keberadaan BMT 
hanya mendasarkan pada legalitas Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang 
berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan yayasan 
PINBUK Nomor. 003/MoU/PHBK/VIII/95 tertanggal 27 September 1995. Singkatnya, 
BMT merupakan lembaga non perbankan yang menggunakan Syari’at Islam dan 
berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh 
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). keberadaan BMT saat ini belum memiliki 
payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan 
penyimpangan. 
 
 Berdasarkan penelusuran kepustakaan, bahasan mengenai baitul maal wat 
tamwil khususnya BMT MUDA, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji hal serupa, 
yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2015) yang berjudul Analisis Keoptimalan 
Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul 
Jannah Di Gresik Dan BMT MUDA Di Surabaya), dalam penelitian tersebut titik berat 
pembahasannya adalah  fungsi sosial dari keberadaan BMT MUDA dan BMT Nurul 
Jannah di lingkungan masyarakatnya. 
 
 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang berjudul analisis 
hukum Islam terhadap peralihan akad murabahah ke mudarabah akibat kredit macet 
(studi kasus di BMT MUDA Jatim Surabaya), dalam penelitian tersebut titik berat 
pembahasannya adalah produk murabahah yaitu akad yang digunakan untuk pinjaman 
uang akan beralih akad ke mudarabah apabila terjadi kredit macet dalam pembayaran 
yang terjadi pada BMT MUDA. 
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 Penelitian yang juga dilakukan oleh Fajrin (2014) yang berjudul pengaruh tingkat 
profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri 
Ukhuwah Persada Jatim Surabaya (studi kasus pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” 
Jawa Timur) dalam penelitian tersebut titik berat pembahasannya adalah pengaruh 
antara tingkat profitabilitas terhadap tingkat pembiayaan pada BMT MUDA. 
 
 Penelitian lain yang dilakukan oleh Nabilah (2015) yang berjudul analisis 
penyajian laporan keuangan koperasi syariah sesuai standar PSAK syariah 100 dan 101 
(studi kasus pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya), dalam 
penelitian tersebut titik berat pembahasannya adalah pedoman yang digunakan BMT 
MUDA dalam menyusun laporan keuangan syariah. 
 
 Urgensi dari adanya penelitian ini adalah dikarenakan belum dilakukan analisis 
dalam BMT MUDA mengenai sustainabilitas yang digunakan sebagai tolak ukur 
keberhasialn dari pendirian BMT MUDA ini. Dengan demikian nantinya hasil dari 
penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dan memberikan kepercayaan sepenuhnya 
terhadap kinerja BMT MUDA. 
 
 Berdasarkan uraian diatas, peneliti ini akan mengambil judul penelitian “Telaah 
Kritis Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Baitul Maal 





1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah:  
 mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor pengaruh sustainabilitas 
mempengaruhi keadaan sustainabilitas Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah 
Persada Jawa Timur (BMT MUDA)? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengtahui: 
 Hasil identifikasi dari faktor-faktor pengaruh sustainabilitas mempengaruhi 
keadaan sustainabilitas Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur 
(BMT MUDA). 
1.4 Manfaat Penelitian  
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:  
1. Pembaca   
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan 
pengetahuan terkait sustainabilitas BMT MUDA.    
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah   
Pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pikiran 
dan bahan pertimbangan dalam menganalisa sustainabilitas lembaga keuangan 
mikro syariah khusunya BMT di Indonesia. 
3. Peneliti  
Diharapkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan.   
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1.5 Struktur Rencana Penulisan  
 Laporan penulisan skripsi ini terdiri atas 6 (enam) bab yang terdiri atas beberapa 
sub bab. Untuk memberikan gambaran dari satu bab ke bab lainnya, maka peneliti 
menyusun sistematika penulisan skripsi ini berkaitan dan mendukung satu sama lain. 
 
Tabel 1.2: Struktur Rencana Penulis 
Sumber: Diolah dari lapangan, 2017 
BAB I 
PENDAHULUAN  
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan struktur rencana penulisan. 
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA  
Berisi tentang tinjauan umum BMT, sustainabilitas lembaga keuangan mikro (BMT), 
pembiayaan syariah, ketentuan pembiayaan menurut fatwa DSN-MUI, penelitian 
terdahulu, dan kerangka pikir.  
BAB III 
METODE PENELITIAN  
Berisi tentang sumber data dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 
metode perolehan data, unit analisis dan penentuan informan, metode analisis data, 
uji analisis data, dan kehadiran peneliti. 
BAB IV 
PEMBAHASAN SUSTAINABILITAS  BMT MUDA 
Berisi tentang BMT MUDA Jawa Timur, sustainabilitas BMT MUDA, temuan 
permasalahan yang mempengaruhi sustainabilitas BMT MUDA, dan matrik. 
BAB V 
PENUTUP  
Berisi tentang kesimpulan dan saran.  
